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dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian “Implementasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia hidup bermasyarakat dengan pola perilaku yang beraneka 

ragam. Agar tercipta keseimbangan di tengah-tengah masyarakat dibuatlah 

seperangkat hukum yang mengaturnya, salah satunya adalah hukum Islam. 

Bercocok tanam adalah suatu lapangan pekerjaan yang halal dan terbukti 

mendatangkan hasil. Bahkan hingga saat ini kelangsungan hidup umat manusia 

terus bergantung kepada hasil pertanian dan perkebunan. Kemajuan teknologi dan 

ilmu pengetahuan yang berhasil digapai manusia belum mampu memberikan 

alternatif lain dan mungkin hingga hari kiamat kondisi ini akan terus berlangsung, 

hasil pertanian menjadi sumber kehidupan umat manusia.
1
 

Masalah muamalah merupakan masalah yang dewasa ini banyak ditemui 

dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu pedoman-pedoman tatananya 

perlu dipelajari dan diketahui dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan 

dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi serta kehidupan sesama 

manusia. Dalam kehidupan bermuamalah Islam telah memberikan garis kebijakan 

yang jelas. Transaksi bisnis merupakan  hal yang sangat diperhatikan dan 

dimuliakan oleh Islam. Oleh karena itu Islam membuat hukum atau aturan-aturan 

bagi keperluan manusia yang dimaksudkan untuk membatasi keinginannya 

tersebut karena manusia bersifat tidak pernah puas.
2
 

                                                           
1
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih 

Muamalah,  (Jakarta: PT. Raja Grapindo, 2007), hlm. 69-70. 
2
 Ibid., 72. 



Oleh karena itu agama Islam menganjurkan umatnya untuk memikirkan 

urusan-urusan dunianya karena tidak banyak ayat-ayat Al- Qur‟an yang mengatur 

untuk menunjukkan secara jelas jeni-jenis muamalah wajib bagi umat Islam 

dimaksudkan agar umat Islam bisa sebebas-bebasnya melakukan apa saja dalam 

urusan keduniawian. Ini ditandai dengan hampir tiga perempat lebi ayat-ayat Al-

Qur‟an menjelaskan tentang urusan duniawi sementara lebihnya adalah masalah 

ibadah. Didasari atau tidak sesungguhnya Al-Qur‟an memahami bahwa kehidupan 

duniawi senantiasa berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman, maka jika Al- 

Qur‟an mendefinisikan secara rinci jenis dan bentuk perbuatan muamalah 

barangkali ajaran Islam akan terkubur oleh kemajuan budaya manusia.
3
 

Adanya kehidupan yang bervariasi ini sesungguhnya mengajarkan umat 

Islam untuk saling memahami, tolong menolong dan hormat-menghormati karena 

secara naluriah manusia berwatak saling membutuhkan. Si kaya membutuhkan si 

miskin, si pandai memerlukan si bodoh. Adanya orang yang maju dan jaya karena 

adanya orang yang lemah. Oleh karena itu tolong menolong sesama manusia 

merupan sunatullah yang tidak bisa dihindari.
4
 

Salah satu bentuk konkrit tolong-menolong dalam muamalah yaitu 

dengan kerjasama (syirkah). Secara istilah syirkah atau kerjasama adalah keikut 

sertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha terentu dengan sejumlah modal 

yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu 

usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. 

Atau akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu yang 

                                                           
3
Muhammad, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi 

Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 77.  
4
 Ibid., hlm. 80. 



masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

Akad kerjasama seperti perjanjian lainya pada umumnya merupakan kegiatan 

bisnis dengan mengkontribusikan modal secara bersama-sama dan akan 

menanggung kerugian secara bersama-sama.
5

 Dalam pembahasan muamalah 

adalah kerjasama pembuatan batu bata merah (syirkah). 

Didalam syirkah ada beberapa macam-macam syirkah seperti syirkah 

inan, syirkah abdan, syirkah muwafadhah, syirkah wujuh, dan syirkah 

muddharabah. Dari berbagai macam syirkah tersebut, salah satu macam syirkah 

yang menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih yaitu syirkah 

abdan. Terhadap boleh atau tidaknya bentuk perserikatan ini pun diperselisihkan 

para ulama fiqih. Menurut Ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah 

hukumnya boleh, karena tujuan utama perserikatan ini adalah mencari keuntungan 

dengan modal kerja bersama.  Sedangkan menurut Ulama Syafi‟iyah Imamiyah, 

dan Zufar Ibn Huzail perserikatan seperti ini tidak sah, karena yang menjadi objek 

perserikatan adalah harta/modal, bukan kerja. Di samping itu, menurut mereka 

kerja yang dilakukan dalam perserikatan ini tidak dapat diukur, sehingga 

membawa terjadinya penipuan dan pada akhirnya membawa kepada perselisihan.
6
 

Hukum syirkah shahih adalah mencari keuntungan dengan 

mengkontribusikan modal secara bersama-sama dan akan menanggung kerugian 

secara bersama-sama. Namun pada dasarnya kegiatan syirkah ini memang 

membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi sebab dalam pelaksanaan 

                                                           
5
 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), hlm. 151. 
6
 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 65.  



pengelolaannya memanglah harus saling mempercayakan antara satu hal dengan 

hal lain.
7
 Adapun penjelasan Al-Qur‟an mengenai syirkah terdapat pada Q.S Al 

Maidah ayat 1.  

  

  

    

    

   

   

      

     

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang 

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 

menurut yang dikehendaki-Nya.
8
 

 

Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) syirkah pasal 

140 Ayat 1 Kerja sama dapat dilakukan antara pihak pedagang dengan pihak 

pedagang karena saling percaya dan ayat 2 dalam kerja sama sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 di atas, pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak 

lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga 

lainnya.
9
 

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

pembiayaan syirkah, yang dimaksudkan dengan syirkah adalah kerjasama yang 

dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, hasil atau imbalan 

yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan 

                                                           
7
 Ibid., hlm. 67. 

8
Departemen Agama, Al-Qur‟an danTerjemahan, (Jakarta: Toha Putra, 2005), hlm. 222. 

9
Tim Penyusun, Kompilasi Hukum  Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 56. 



mereka berdua. Untuk bisa memanfaatkan lahan yaitu yang dibahas dalam skripsi 

ini perlu adanya kerjasama baik yang punya lahan sebagai pihak pertama dan si 

pengelola lahan sebagai pihak kedua antara kedua belah belah pihak sama-sama 

mendapatkan manfaatnya. Pendapatan dan hasil sesuai dengan perjanjian yang 

disepakati antara sipengelola dan yang memiliki lahan, karena pemilik lahan 

mendapatkan keuntungan dan si pengelola bisa memanfaatkan lahan. Dengan 

adanya syirkah akan memperat ekonomi Islam yang saling tolong-menolong.
10

 

Dalam transaksi mempersyaratkan rukun dan syarat sah, hal ini pun 

berlaku dalam akad kerjasama. Adapun rukun kerjasama adalah: 

1. Akad (ijab-kabul) disebut dengan shighat. 

2. Dua pihak yang berakad. 

3. Objek akad (mahal). 

Syarat-syarat kerjasama adalah: 

1. Syarat lafadz. 

2. Syarat menjadi anggota perserikatan. 

3. Syarat modal perkongsian.
11

 

 

Desa Jambur merupakan Desa yang berkembang dengan rata-rata 

ekonomi menengah, dan mata pecaharian masyarakatnya adalah petani, perkebun, 

pembuat batu batu bata populasi masyarakat akan meningkat setiap tahunya. 

Dengan meningkatnya populasi masyarakat otomatis meningkatkan kebutuhan 

pokok. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat melakukan pekerjaan 

membuat batu bata merah, dan sebagian masyarakat tidak memiliki lahan sendiri. 

Maka dari itu masyarakat melakukan kerjasama dalam pembuatan batu bata 

merah dengan disertai uang jaminan pada saat akad dilakukan. 

                                                           
10

 Ridwan Nurdin, Perbankan Syariah di Indonesia, (Banda Aceh: Yayasan Banda Aceh, 

2010), hlm. 65. 
11

 Abdul Rahman, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 135. 



Praktek kerja sama yang dijelaskan menguntung bagi kedua belah pihak. 

Namun yang terjadi di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten 

Mandailing Natal, dimana pemilik lahan lebih mendapatkan keuntungan 

dibandingkan dengan si pengelola lahan, seperti awal akad syirkah terjadi 

kesepakatan antara si pemilik lahan dengan si pengelola untuk mendapatkan  satu 

lungguk tanah dengan ukuran 40mx40m dengan disertai uang jaminan dibayar 

sebesar RP 3.600.000,00,- sementara apabila sipengelola menghasilkan batu bata 

merah sebanyak 10.000 biji harus diberikan bagian kepada pemilik lahan 1000 biji 

batu bata merah. 

Apabila si pengelola ingin megembalikan sebidang tanah tersebut si 

pemilik lahan harus mengembalikan uang jaminan, sesuai dengan yang disepakati 

uang jaminan tidak bisa diganggu gugat. 

Cara seperti ini di satu sisi menguntungkan kedua belah pihak. Si 

pengelola dapat menggunakan lahan pembuatan batu bata merah dan uang 

jaminan akan di kembalikan. Di sisi lain pemilik lahan pun akan diuntungkan 

karena sejak awal sudah ada pemasukan.
12

 Kerjasama yang ditemui di Desa 

Jambur menggunakan uang jaminan pada saat akad dilakukan. Praktek syirkah di 

Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal ini 

jelas lebih menguntungkan si pemilik lahan sehingga peneliti ingin meneliti lebih 

dalam dengan mengangkat judul: “ IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH 

PEMBUATAN BATU BATA MERAH DI DESA JAMBUR KECAMATAN 

PANAYABUNGAN UTARA KABAUPATEN MANDAILING NATAL”. 

                                                           
12

 Wawancara dengan bapak Toha (warga Desa Jambur), 12 Januari 2019. 



B. Batasan Masalah 

Syirkah memiliki cakupan yang luas, baik teori maupun penerapannya. 

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar, maka peneliti membatasi 

dalam penelitian ini. Maka penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang 

akan diteliti yaitu praktek akad syirkah  pembuatan batu bata merah di Desa 

Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.  

C. Batasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman atau pemahaman yang 

berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, maka diperlukan 

penjabaran maksud istilah dalam judul. Adapun judul ini sebagai berikut: 

1. Syirkah adalah suatu ungkapan tentang percampuran dua bagian (tertentu) dan 

seterusnya (lebih dari dua bagian) dimana seseorang tidak mengetahuibagian-

bagian orang lain. 

2. Syirkah abdan adalah serikat yang dilakukan oleh dua orang untuk menerima 

suatu pekerjaan, dimana mereka berdua berserikat dalam suatu ikatan 

perjanjian. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah maka yang menjadi rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Implementasi Akad Syirkah Abdan Pembuatan Batu Bata Merah di 

Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal? 



2. Bagaimana Tinjauan KHES Terhadap Akad Syirkah Abdan Pembuatan Batu 

Bata Merah di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten 

Mandailing Natal? 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti tentunya   yang jelas 

sebagai titik fokus untuk mencapai hasil yang diinginkan. Peneliti ini bertujuan 

untuk mengetahui Implementasi Akad Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah Di 

Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. 

F. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai beriku: 

1. Bagi Dunia Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan dan sebagai bahan rujukan tambahan referensi atau perbandingan 

penelitian selanjutnya untuk Jurusan Hukum Ekonomi Syariah mengenai 

uang jaminan akad kerja sama pembuatan batu bata merah. 

2. Bagi peneliti 

Penelitian ini bermanfaat sebagai penambah wawasan dan 

pengetahuan dan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan strata-1 di Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidimpuan. 

G. Kajian Terdahulu 



Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap hasil-hasil pustaka, 

peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema peneliti, 

namun memiliki perbedaan mendasar dengan yang akan diteliti yaitu: 

Maratusolihan dalam skripsinya yang berjudul “Manajemen Syirkah 

Bidang Pertanian (studi kasus pada gabungan kelompok tani bumi makmur 

kawunganten cilacap)”, menyebutkan bahwa fungsi manajemen menurut George 

R. Terry yaitu plaining,organizing, actualing, dan cotrolling. Sedangkan fungsi 

manajemen syirkah pada gabungan kelompok tani bumi makmur kawunganten 

cilacap ada tiga perencanaan (plaining), pelaksanaan (actuallinhg), dan 

pengawasan (conrollin).
13

 Sedangkan penneliti membahas tentang implementasi 

akad syirkah pembuatan batu bata merah di Desa Jambur Kecamatan 

Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. 

M. Ubaidillah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Trehadap PT. Bumi Lingga Pertiwi di Gressik Dalam Kaitannya Dengan 

Syirkah”, membahas tentang kemiripan pengelolaan PT. Bumi Lingga Pertiwi 

yang berbentuk perseorangan terbatas dengan syirkah „inan, ketentuan 

pengelolaan serta pembagian keuntungan.
14

 Sedangkan peneliti membahasa 

tentang akad syirkah abdan menurut syarat dan rukunnya. 

Lailatul Musyafaah yang berjudul “ Bentuk Dan Operasional Syirkah Di 

Koperasi Tani Guna Mulya Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang (studi Analisis 
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Menurut Hukum Islam)”, membahasa tentang bagaimana bentuk dan 

operasionalisasi syirkah di koperasi Tani Guna Muklya.
15

 Sedangkan peneliti 

membahas tentang praktek akad syirkah yang dilihat dari KHES. 

Irpandi skripsinya yang berjudul “Penerapan Bagi Hasil Pada Usaha 

Laundry Dalam Presfektif Syirkah Abdan” menjelaskan bahwa praktek bagi hasil 

yang dilakukan oleh laundry telah sesuai karena tidak ada unsur  gharar 

(penipuan), pihak yang dirugikan dan di zhalimi. Akan tetapi sistem bagi hasil 

tersebut belum sesuai dengan konsep syirkah.
16

 Sedangkan peneliti membahas 

tentang bagaimana implemntasi akad syirkah pembuatan batu bata merah di Desa 

jambur. 

Wahyu Dwi Rahmawati skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Praktek Kerja Sama Mencari Ikan Di Kabupaten Ponorogo” 

dijelaskan bahwa empat kelompok praktek pelaksanaan kerja sama mencari ikan 

di Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan kesepakatan sedangkan satu 

kelompok lagi belum sesuai dengan kesepakatan.
17

 Sedangkan peneliti membahas 

bagaimana praktek akad syirkah dalam pembuatan batu bata merah. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memahami persoalan yang dikemukan diatas, maka penulis 

membagi dalam 5 bab, yaitu: 
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BAB I, Penahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan, secara 

umum, seluruh bab bahasan yang ada dalam pendahuluan membahas tentang yang 

melatar belakangi suatu masalah untuk diteliti. Masalah yang muncul akan 

diindentifikasikan kemudian memilih beberapa poin sebagai batasan masalah 

yang ada. Batasan masalah yang ditentukan akan dibahas mengenai defenisi. 

Kemudian identifikasi dan batasan masalah akan dirumuskan sesuai dengan 

tuhuan dari penelitian tersebut yang berguna bagi peneliti, lembaga yang terkait, 

dan peneliti selanjutnya. 

BAB II, dalam bab ini membahas tentang pengertian syirkah abdan, 

dasar hukum syirkah, rukun dan syarat syirkah,  hikmah syirkah, pendapat ulama 

tentang syirkah, hal-hal yang membatalkan syirkah, pembagian keuntungan 

syirkah, ketentuan syirkah berdasarkan fatwa DSN. 

BAB III, membahas tentang  metode penelitian yang dijadikan sebagai 

instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan 

sistematis. 

BAB IV, membahas hasil penelitian yang berisikan tentang sejarah 

Desa Jambur, dan tentang praktek akad syirkah Abdan pembuatan batu bata 

merah. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam hasil penelitian adalah 

membahas tentang hasil penelitian. 

BAB V, merupakan bab penutup dari keseluruhan isi skripsi yang 

memuat kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah disertai dengan saran-saran 

kemudian dilengkapi dengan literatur. Secara umum, seluruh bab bahasan yang 



ada dalam penutup adalah membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian ini setelah melakukan analisis data dan memperoleh hasil dari 

penelitian ini. Hal ini merupakan langkah akhir dari penelitian dengan memuat 

kesimpulan dari hasil penelitian. 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Pengertian Syirkah Abdan 

Syirkah adalah salah satu bentuk muamalah yang sangat diperlukan 

dalam pergaulan hidup manusia dan telah menjadi adat kebiasaan berbagai suku 

bangsa, sejak dahulu sampai sekarang.
18

 Sebelum kita membahas apa itu syirkah 

abdan terlebih dahulu kita bahas pengertian syirkah dan macam-macam syirkah. 

1. Pengertian syirkah 

Syirkah yang menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur 

atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksud percampuran 

disini ialah seseorang mencamprukan hartanya dengan harta orang lain sehingga 

tidak  mungkin untuk dibedakan.
19

 

Syirkah secara etimologis arti percampuran (ikhtilath), yakni 

bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta orang lainnya, tanpa dapat 

dibedakan antara keduanya. Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum 
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Ekonomi Syariah, syirkah (musyarakah) adalah perjanjian kerja sama antara dua 

orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam 

usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Menurut 

terminologi, ulama fiqh beragam pendapat dalam mendefenisikan, antara lain: 

Menurut Malikiyah, perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (tasharruf) 

harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni 

keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta 

milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk ber-tasharruf.
20

 

Menurut Hanabilah perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau 

pengelolahan harta (tasharruf). Menurut Syafi‟iyah syirkah adalah ketetapan hak 

pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur 

(diketahui). Menurut Hanafiyah syirkah adalah ungkapan tentang adanya transaksi 

(akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.
21

 

Syirkah (musyarakah) adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi 

dana (kompetensi, expertive) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko 

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
22

 

Musyarakah adalah akad kerja sama atau percampuran antara dua pihak 

atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan 
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kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan 

resiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama.
23

 

Transaksi syirkah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja 

sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. 

Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara 

 bersama-sama memadukan seluruh bentuk sunber daya baik yang 

berwujud maupun tidak berwujud.
24

 

2. Macam-macam Syirkah 

Pada dasarnya kerja sama atau syirkah (musyarakah) itu dibagi menjadi 

dua macam, yaitu syirkah amlak (kepemilikan) dam syirkah uqud (akad/kontrak). 

Syirkah amlak terjadi disebabkan tidak melalui akad, tetapi karena melalui 

warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan. Dalam syirkah ini 

kepemilikan dua orang atau lebih berbagi aset nyata dan berbagi pula dalam hal 

keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Adapun syirkah akad terciptankarena 

adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam 

memberikan modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.
25

 

Syaid Sabiq membagi lagi syirkah akad menjadi empat bagian, antara 

lain: 

1) Syirkah Inan, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam membagi 

untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Namun, apabila 
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porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil 

berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka, semua ulama membolehkannya. 

2) Syirkah Mufawwadhah, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk 

melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut: 

a. Modal harus sama banyak. Bila ada diantara anggota perserikatan modalnya 

lebih besar, maka syirkah ini tidak sah. 

b. Menpunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya 

dengan hukum. Dengan demikian, anak yang belum dewasa/balig, tidak sah 

dalam anggota perikatan. 

c. Mempunyai kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian tidak sah 

berserikat antara orang muslim dan nonmuslim. 

d. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah 

(kerja sama). 

3) Syirkah wujuh, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli 

sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi 

antara sesama mereka. 

4) Syirkah abdan, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan 

suatu usaha atau pekerjaan. Selanjtnya, hasil dari usaha tersebut dibagi antara 

sesama mereka berdasarkan perjanjian, pemborongan bangunan, jalan, listrik, 

dan lain-lain.
26

 

3. Pengertian syirkah abdan 
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Syirkah abdan adalah kerja sama antara dua orang atau lebih guna 

melakukan usaha tertentu dengan modal berupa keterampilan diantara sesama. 

Syirkah abdan antara lain kerja sama para pejabat untuk mengerjakan proyek 

seragam sekolah.
27

 

Syirkah abdan adalah kerja sama uasaha (tanpa modal bersama) dengan 

modal keterampilan diantara para syarik untuk melakukan pekerjaan tertentu 

berdasarkan permintaan atau pesanan. Syirkah abdan disamping banyak dilakukan 

oleh para pelaku usaha tradisional seperti pengusaha sepatu, dan penjahit, tetapi 

dilakukan pula oleh pengusaha kontraktor pembangunan gedung atau jalan raya 

yang melakukan subkontrak terhadap perusahan lain. 

Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-

masing hanya memberikan kontribusi kerja („amal), tanpa kontribusi modal (mal). 

Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerja arsitek atau 

penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, supir, 

pemburu nelayan, dan sebagainya).
28

 

Syirkah abdan dan syirkah a‟mal adalah perjanjian persekutuan antara 

dua orang atau lebih untuk mnerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan 

dikerjakan bersama-sama, dengan ketentuan bahwa upahnya dibagi diantara para 

anggota. 

Syirkah abdan atau perkongsian A‟mal adalah persekutuan dua orang 

untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama. 

Kemudian keuntungan dibagi diantara keduanya dengan menetapkan persyaratan 
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tertentu. Perkongsian jenis ini terjadi, misalnya diantara dua orang penjahit, 

tukang besi, dan lain-lain.
29

 

4. Hikmah Syirkah 

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain 

dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam mengajarkan supaya kita menjalin 

kerja smaa dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip 

saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa 

kerja sama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Syirkah pada 

hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam 

mengembangkan potensi yang dimilki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh 

karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk kerja sama kepada siapa saja 

dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut ditas. Maka hikmah yang 

dapat kita ambil dari syirkah yaitu adanya tolong menolong, saling bantu 

membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling 

percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan 

dalam usaha jika tidak berkhianat.
30

 

5. Berakhirnya Syirkah 

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut: 

a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang 

lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari 

kedua belah pihak yang tidak ada kepastian untuk dilaksanakan apabila 

                                                           
29

Ahmad Irham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2010), hlm. 813. 
30

Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 135.  



salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan 

pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak. 

b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-tasharruf (keahlian 

mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya. 

c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dua 

orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada 

anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang 

meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan 

perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan. 

d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang 

terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang 

lainnya. 

e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta 

yang menjadi sham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, 

Syafi‟i, Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan 

perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan. 

f. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. 

Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga 

tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para 

pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang 

tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Kerusakan yang 



terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa 

harta, syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.
31

 

B. Dasar Hukum Syirkah Abdan  

Syirkah hukumnya jai‟z (mubah), berdasarkan dalil Hadits Nabi saw, 

berupa taqrir (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau ditutus 

sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamlah dengan cara ber syirkah 

dan Nabi saw, membenarkannya. 

a. Landasan syirkah yang terdapat dalam Al-Qur‟an surat Shadd ayat 24. 

    

   

    

  

    

  

  

     

   

   

       
 

Artinya: Daud berkata, "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu 

dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 

kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian 

yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 

yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui 

bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya 

lalu menyungkur sujud dan bertaubat.
32

 

 

b. Landasan syirkah yang terdapat dalam Hadits: 
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وَسَلّم: "قاَلَ  رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهعَنْ أبَي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قالَ 

ريِْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فإَذا خَانَ خَرَجْتُ  اللَّهُ تَعالى: أنَا ثاَلِثُ الشَّ

رَوَاهُأبوداوُدَوَصَحّحَهُالْحَاكِمُ مِنْ بَ يْنِهِمَا"  . 

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda    

Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitrausaha 

selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila 

salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan 

mereka”.
33

 

 

 

c. Landasan ijma‟ 

Landasan ijma‟ adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama 

pun yang membantah kesepakatan (ijma‟) ini, sekalipun ada beberapa orang 

diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. 

C. Rukun dan Syarat Syirkah Abdan 

Rukun syirkah yang pokok ada 3 (tiga) yaitu: 

1. Akad (ijab-kabul), disebut juga denga shigat. 

2. Dua pihak  yang berakad („aqidani), syaratnya harus memiliki kecakapan 

(ahliyah) melakukan tasharruf (pengelolaan harta). 

3. Objek akad (mahal), disebut juga ma;qud „alayhi, yang mencakup pekerjaan 

(amal) dan modal (mal).
34
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Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama mazhab, menurut ulama 

Hanafiah, rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan kabul, sebab ijab dan kabul (akad) 

yang menentukan adanya syirkah. Sedangkan yang lain, seperti dua orang yang 

melakukan perjanjian syirkah, dan harta adalah diluar hakikat dan zatnya 

perjanjian syirkah. Tata cara ijab dan kabul ialah bahwasanya salah seorang 

berkata: aku berserikat denganmu pada barang ini , dan pihak teman serikatnya 

menjawab: ya, aku menerimanya. 

Menurut golongan Asy-Syafi‟i. Mereka berpendapat bahwa bentuk 

syirkah Inan sajalah yang sah, sedangkan bentuk syirkah yang lain batal. 

Sedangkan rukunya terdiri dari 3 bagian. 

1. Shighat, yang terdiri dari ijab dan kabul 

2. Dua orang yang bersekutu 

3. Harta sebagai modal 

Dalam rukun syirkah mempunyai syarat: 

1. Shighat, yang terdiri dari ijab dan kabul yang mempunyai syarat: 

a. Pengelola di isyaratkan mendapatkan izin dari para sekutu di dalamnya 

menjual dan membeli. 

b.  Kalau diantara anggota sebagai pengelola, maka harus ada ijab dan kabul 

sebagai tanda pemberian izin diantara mereka, bahwa dia diperbolehkan 

sebagaimana jabatan yang diberikannya. 

c. Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama maka harus 

mendapatkan izin dari anggota yang lainnya dan pemberian izin itu 



merupakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan tidak boleh melebihi 

tugas kepercayaan yang diberikannya. 

d. Kata sepakatan itu bisa dimengerti, sebagai pengertian izin yang 

dipercayakan, setiap kami jadikan harta ini sebagai harta syirkah dan saya 

izinkan kamu mengelola dengan jalan yang biasa dalam perdagangan pada 

umumnya, pengertian ini dijawab denngan ucapan (saya terima) dengan 

jawaban inilah dimaksud akad shighat. 

2. Dua orang yang berserikat, di dalamnya terdapat beberapa syarat, yaitu: 

1. Pandai 

2. Baligh 

3. Merdeka 

3. Modal, di dalamnya terdapat beberapa syarat: 

a. Bahwa modal itu berupa barang misli, artinya barang yang dapat dibatasi 

oleh takaran atau timbangan da barang tersenut bisa dipesan. Seperti emas, 

perak, keduanya bisa dibatasi dengan timbangan. 

b. Bahwa modal dicampur sebelum perjanjian syirkah berlangsung, sehingga 

salah satunya tidak bisa dibedakan lagi dengan yang lainnya. 

c. Bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota itu sejenis 

artinya modal itu adalah sama jenisnya. Jadi tidak sah kalu salah satu 

anggota mengeluarkan modal yang berbeda. 

Oleh karena itu akad syirkah tidak dikatakan sah, jika tidak memenuhi 

syarat-syarat diatas. Bagi anggota perseroan ada yang cacat mata (buta) 

diperbolehkan menjadi pemegang saham. Dalam hal ini diantara yang cacat mata, 



apabila dikehendaki untuk mengelola perseroan ia berhak mewakilkan dengan 

syarat wakil tersebut harus sudah baliqh dan pandai serta mempunyai keahlian 

dibidang pekerjaan tersebut. 

Syarat-sayrat syirkah dapat dikualifikasikan menjadi 2 (dua) macam: 

1. Syarat orang (para pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu 

haruslah 

a. Orang yang berakal 

b. Orang yang berakad 

c. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan. 

2. Syarat-syarat mengenai modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah 

berupa: 

a. Modal yang dapat dihargai (lazimnya selalu disebutkan dalam bentuk uang) 

b. Modal yang dijadikan satu oleh masing-masing persero yang menjadi harta 

perseroan, dan tidak diperbolehkan lagi darimana asal-usul modal itu.
35

 

Ulama Hanafi menerapkan bahwa syarat-syarat yang berkaitan dengan 

syirkah terbagi menjadi empat macam: 

1. Berkaitan dengan bentuk syirkah, syirkah dengan harta maupun dengan  yang 

lainnya mempunyai dua syarat: 

a. Berkaitan dengan hal yang dijanjikan (Al- Maq‟ud Alaih). Perkara yang 

dijadikan perjanjian itu hendaknya bisa diwakilkan. 
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b. Berkaitan dengan keuntungan, hendaknya keuntungan merupakan bagian 

yang bersifat umum dan bisa diketahui, seperti separuh, sepertiga, dan 

sebagainya. Apabila keuntungan tidak diketahui, atau ditentukan dengan 

jumlah bilangan maka akad syirkah batal. 

2. Berkaitan dengan syirkah, baik syirkah Abdan maupun syirkah Mufawadah, 

mempunyai tiga syarat: 

a. Modal syirkah itu berupa mata uang emas atau perak yang sama nilainya. 

Seperti paund mesir, dan lain-lainya. Keuntungan antara mereka sesuai 

dengan presentasi yang mereka berikan, demikian pula mengenai kerugian. 

b. Modal itu telah ada pada saat perjanjian berlangsung, atau ketika dilakukan 

pembelian. 

c. Modal syirkah tidak berupa utang, sebab utang ghoib (tidak hadir), 

sedangkan ketentuan diatas telah dijelaskan bahwa syarat modal berupa 

uang yang hadir diwaktu perjanjian berlangsung. 

3. Berkaitan dengan syarat-syarat syirkah mufawadah, yaitu: 

a. Niilai saham dari masing-masing persero harus sama. Seandainya salah 

satu patner memiliki lebih banyak modal, maka syirkah tidak sah. 

b. Mempunyai Agama yang sama. Syirkah orang muslim dengan non muslim 

tidak boleh. 

c. Setiap perseroan harus menjadi penjamin, atau wakil persero lainnya baik 

dalam pembelian dan penjualan barang-barang yang diperlukan. 

4. Berkaitan dengan syarat-syarat syirkah abdan, yaitu: 



a. Tidak disyaratkan ada persamaan nilai saham, wewenang ddan 

keuntungan. 

b. Seseorang persero boleh menyerahkan sahamnya lebih besar dari saham 

persero yang lain. 

c. Setiap persero dapat diberikan tanggungjawab tanpa ikut serta rekannya 

yang lain. 

Imam Malik menerapkan bahwa syarat-syarat syirkah yaitu: 

1. Para sekutu harus merdeka dan baligh serta cakap. 

2. Sighat, harus menunjukkan pada persekutuan walaupun terjadi secara „urf baik 

perkataan maupun perbuatan. 

3. Modal harus satu jenis. 

4. Keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan ukuran modal yang dimasukkan. 

Imam Hambali menerapkan bahwa syarat-syarat syirkah, yaitu: 

1. Syarat-syarat sah yang tidak berakibat  menimbulkan bahaya dan perjanjian 

syirkah tidak tergabtung padanya. Seperti ketika para anggota syirkah 

mengadakan perjanjian hendaknya mereka tidak menjual kecuali dengan aturan 

demikian, atau sebagainya. Itu adalah sah dan tidak menimbulkan bahaya sama 

sekali. 

2. Syarat-syarat yang batil yang tidak dikehendaki pada saat perjanjian seperti, 

mesyaratkan tidak batalnya syirkah dalam jangka waktu satu tahun atau yang 

lainya.  Syarat-syarat itu yang menjadi batalnya perjanjian dan tidak boleh 

dilaksanakan. 



3. Syarat-syarat yang menjadi sandaran sahnya perjanjian syirkah, yaiu ada 

beberapa perkara, ialah: 

a. Modal diketahui oleh para anggota. 

b. Modal itu hadir.
36

 

Syarat-syarat umum yang harus ada dalam segala macam syirkah ialah: 

a. Masing-masing pihak yang mengadakan peranjian bercakapan untuk menjadi 

wakil dan mewakilkan. Syarat ini diperlukan, karena masing-masing anggota 

syirkah telah mengizinkan anggota sekutunya melakukan tindakan-tindakan 

hukum terhadap harta syirkah, menerima pekerjaan atau membeli barang-

barang dan kemudian menjualnya. Dengan demikian, tiap-tiap anggota syirkah 

adalah orang yang mewakilkan kepada teman-teman sekutunya dan dalam 

waktu sama juga menjadi teman sekutunya. 

b. Objek akad adalah hal-hal yang dapat diwakilkan agar memungkinkan tiap-tiap 

anggota syirkah melakukan tindakan-tindakan hukum. 

c. Keuntungan masing-masing merupakan bagian dan keseluruhan keuntungan 

yang ditentukan kadar prosentasinya, seperti separuh, seperdua, dan 

sebagainya.
37

 

Dalam syirkah a‟mal masing-masing anggota menhadi wakil anggota 

lain dalam berhadapan dengan pihak ketiga untuk menerima pekerjaan, dan 

masing-masing menjadi penampung terhadap terlaksananya pekerjaan anggota 

lain, dengan akibat masing-masing bertanggung jawab atas terlaksananya seluruh 

pekerjaan hingga yang telah menjadi persetujuan. 
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Untuk sahnya perjanjian persekutuan kerja (syirkah a‟mal) diperlukan 

syarat-syarat macam pekerjaan yang akan dilaksanakan harus jelas dan bagian 

upah yang akan diterima masing-masing anggota hatus ditentukan, guna 

menghindari kemungkinan timbulnya persengketaan dibelakang hari. 

Oleh karena masing-masing anggota bertanggung jawab atas 

keseluruhan pekerjaan, yang berakibat bahwa masing-masing anggota 

bertanggung jawab terhadap pekerjaan anggota lainnya, maka bila terjadi hal-hal 

yang berakibatkan kerugian di pihak yang memberikan pekerjaan, maka resikonya 

menjadi tanggungan seluruh anggota persekutuan, masing-masing dapat dituntut 

membayar ganti kerugian disesuaikan dengan perbandingan upah masing-masing, 

tidak hanya dibebankan kepada anggota yang mengakibatkan timbulnya kerugian 

tersebut.
38

 

Berikut ini ada beberapa ketentuan syirkah abdan, yaitu: 

1. Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur. 

2. Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan atau hasil. 

3.  Jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerja sama pekerjaan. 

4. Penjaminan akad kerja sama pekerjaan berhak mendapatkan imbalan sesuai 

kesepakatan. 

5. Suatu akad kerja smaa dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak 

mempunyai keterampilan untuk bekerja. 

6. Pembagian tugas dalam akad kerja sama pekerjaan, dilakukan berdasarkan 

kesepakatan. 
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7. Para pihak yang melakukan akad kerja sama pekerjaan dapat menyertakan akad 

ijarah tempat dan upah karyawan berdasarkan kesepakatan. 

8. Para pihak syirkah abdan dapat menerima dan melakukan perjanjian untuk 

melakukan pekerjaan. 

9. Para pihak dalam syirkah abdan dapat bersepakat untuk menentukan satu pihak 

untuk mencari dan menerima pekerjaan, serta pihak lain yang 

melaksanakannya. 

10. Semua pihak yang terkait dalam syirkah abdan wajib melaksanakan 

pekerjaan yang telah diterima oleh anggota syirkah lainnya. 

11. Semua pihak yang terkait dalam syirkah abdan dianggap telah menerima 

imbalan jika imbalan tersebut telah diterima oleh anggota syirkah lainnya. 

12. Bila pemesanan mensyaratkan agar salah satu pihak dalam akad kerja sama 

pekerjaan melakukan suatu pekerjaan, pihak yang bersangkutan harus 

mengerjakannya. 

13. Pihak yang akan melakukan pekerjaan, berhak mendapat imbalan dari 

pekerjaannya. 

14. Pembagian keuntungan dalam akad kerja sama pekerjaan dibolehkan berbeda 

dari pertimbangan salah satu pihak lebih ahli. 

15. Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak 

ditentukan dalam akad, keuntungan dibagi berimbang sesuai dengan modal. 

16. Akad kerja sama batal jika terdapat pihak yang melanggar kesepakatan. 

17. Akad kerja sama berakhir sesuai dengan kesepakatan. 



18. Kerusakan hasil pekerjaan yang berada pada salah satu pihak yang melakukan 

akad kerja sama bukan karena kelalaiannya, pihak yang bersangkutan tidak 

wajib menggantinya. 

19. Hasil pekerjaan dalam transaksi kerja sama yang tidak sama persisi dengan 

spesifikasi yang telah disepakati, diselesaikan secara musyawarah. 

20. Penjaminan dalam akad kerja sama dibolehkan menerima sebagian imbalan 

sebelum pekerjaanya selesai.
39

 

 

 

D. Pendapat Ulama Tentang Syirkah Abdan  

Ulama mazhab Hanafi memandang sah syirkah a‟mal, tanpa syarat harus 

semua anggota ikut bekerja syarat bagian upah masing-masing harus sama. 

Dengan demikian, menurut ulama mazhab Hanafi, syirkah a‟mal dipandang sah 

meskipun pekerjaan bermacam-macam dan diantara anggota syirkah ada yang 

tidak bekerja dan meskipun bagian upah masing-masing berbeda-beda. Misalnya 

tukang kayu, tukang batu, tukang besi bersekutu membangun sebuah bangunan, 

masing-masing akan bekerja pada bidangnya yang merupakan bagian dari 

keseluruhan pekerjaan bersama itu, tentulah bila sebelumnya diadakan perjanjian 

bahwa bagian upah masing-masing tidak sama, disesuaikan dengan pekerjaan 

yang dilakukan masing-masing. 
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Ulama mazhab Maliki memandang sah syirkah a‟mal, dengan syarat 

pekerjaanya hanya satu macam. Ulama mazhab Syafi‟i yang hanya membenarkan 

syirkah amwal berpendapat bahwa syirkah a‟mal tidak sah, karena masih terdapat 

unsur-unsur kesamaran (gharar), yaitu tentang keseimbangan antara upah yang 

diterima masing-masing anggota dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Ulama 

mazhab Hambali dapat membenarkan syirkah a‟mal ini. 

E. Hal-hal yang Membatalkan Syirkah 

Dalam akad syirkah juga ada hal-hal yang membatalkan yaitu salah 

seorang mitra menghentikan akad, salah satu seorang mitra meninggal dunia atau 

hilang akal, jika ini terjadi maka dapat digantikan dengan salah seorang ahli waris 

yang cakap hukum (baligh dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua ahli 

waris dan mitra lainnya kemudian modalnya telah hilang atau habis, jika salah 

satu mitra meninggal, mengundurkan diri atau hilang akal maka kemitraan 

tersebut dikatakan bubar. 

Ada beberapa hal yang membatalkan akad syirkah secara umum dan 

secara khusus. Adapun yang membatalkan secra umum adalah sama dengan 

berakhirnya semua akad pada umumnya. Sedangkan hal-hal yang membatalkan 

akad syirkah secara khusus yaitu dalam syirkah amwal, akad dinyatakan batal 

apabila semua atau sebagian modal perserikatan hilang, karena yang menjadi 

objek adalah harta. Sedangkan syirkah mufawadhah, akad dinyatakan batal 

apabila modal masing-masing pihak tidak sama jumlahnya, karena yang menjadi 

objek adalah kesamaan baik dalam modal, kerja maupun keuntungan yang dibagi. 



Bahwa hal-hal yang membatalkan syirkah terbagi dua yaitu secara umum 

dan secara khusus. Hal-hal yang membatalkan secara umum adalah yang 

berkaitan dengan kedua belah pihak yang berakad seperti salah seorang mitra 

menghentikan akad tersebut, meninggal dunia serta hilang akal. Sedangkan hal-

hal yang membatalkan syirkah secara khusus adalah yang berkaitan dengan objek 

syirkah itu sendiri.
40

 

F. Pembagian Keuntungan dalam Syirkah 

Keuntungan dalam musyarakah akan dibagi dikalangan rekan dalam 

usaha berdasarkan bagian-bagian yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Bagian 

keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai bagian atau prosentasi.Tidak 

jumlah pasti yang diterima oleh keempat ulama fiqih Islam untuk perjanjian 

mudharabah. Juga adanya kesepakatan yang menunjukkan bahwa tidak ada 

jumlah yang pasti yang dapat ditetapkan bagi pihak manapun baik dalam maupun 

itu dalam syirkah. 

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam pembagian 

keuntungan.Pihak-pihak dalam usaha tersebut bisa menetapkan berapun bagian 

tersebut melalui perjanjian bersama, sebagaimana yang disepakati dalam 

perjanjian mudharabahah, akan tetapi dalam syirkah pendapat ini hanya didukung 

oleh ahli-ahli fiqih penganut mazhab Hambali dan Hanafi. 

Menurut para fuqoha dari mazhab Maliki dan Syafi‟i, pembagian 

keuntungan dalam syirkah harus mencerminkan jumlah modal yang 

ditanamkan.Menurut para ahli fiqih pengikut hanafi, dalam syirkah keuntungan 
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yang dibagi kepada setiap rekan harus ditetapkan sesuai total keuntungan, 

bukanberdasarkanjumlahuangtertentu. 

Keuntungan yang wajib dibagi kepada pihak yang memperoleh modal 

melalui mudharabah dan kepada pemilik modal ditetapkan dengan suatu ukuran 

keuntungan yang sederhana, misalnya: seperdua, sepertiga, seperempat. 

Sebagaimana dalam perjanjian syirkah, ahli fiqih pengikut Syafi‟Idan Maliki 

berpendapat bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai jumlah bagian ata sjumlah-

jumlah modal yang diinvestasikan yang secara tidak langsung menunjukkan 

bahwa uang tertentu sebagaimana keuntungan tidak dapat dibagi kepada pihak 

manapun. 

Pendapat dari pengikut Hambali sama dengan pengikut Hanafi, yaitu 

bahwa keuntungan harus dibagikan diantara (para rekan) sesuai keuntungan yang 

telah ditetapkan sepanjang bentuk mudharabah atau musyarakah untuk dianggap 

sederhana, maka tidak ada jumlah dirham lebih dari modal yang diinvestasikan 

kepada satu pihak tertentu. Jika adasalah satu dari kedua pihak menetapkan satu 

jumlah dirham tertentu dalam syirkah atau mudharabah, maka itu tidak dapat 

disahkan.
41

 

G. Ketentuan Syirkah Berdasarkan Fatwa DSN 

Fatwa DSN No 08/DSN-MUI/IV/2000  mengatur tentang pembiayaan 

musyarakah dengan ketentuan-ketentuan: 

1. Ijab Kabul 
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Ijab Kabul yang dinyatakan oleh para pihak harus memperhatikan hal-hal 

berikut ini: penawaran dan penerimaan harus dilakukan secara ekspelisit 

menunjukkan tujuan kontrak, penerima dari penawaran dilakukan pada saat 

kontrak, dan akad dituangkan secara tertulis melalui korespondesi, atau dengan 

mengunakan cara-cara komunikasi modern. 

2. Subjek Hukum 

Para pihak yang berkontrak harus cakap hokum dan memperhatikan hal-

hal berikut: kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, 

setiap mitra usaha harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra 

melaksanakan kerja sebagai wakil, setiap mitra memiliki hak untuk mengatur 

asset musyarakah dalam proses bisnis normal, setiap mitra memberi wewenang 

untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitra, 

tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja, dan seseorang mitra 

tidak diijinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan 

sendiri. 

3. Objek Akad 

Objek akad pada musyarakah/syirkah terdiri dari: 

a. Modal 

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang 

nilainya sama. Para pihak tidak boleh meminjam atau meminjamkan, 

menyumbanngkan atau menghadiahkan modal syirkah kepada pihak lain, 

kecuali atas dasar kesepakatan. 

b. Kerja 



Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 

pelaksanaan syirkah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan 

syarat. Seseorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang 

lainnya, setiap mitra melaksanakan kerja dalam syirkah atas nama pribadi 

dan wakil dari mitranya, kedudukan masing-masing data organisasi kerja 

harus dijelaskan dalam kontrak. 

c. Keuntungan 

Keuntungan harus dikualifikasi dengan jelas untuk menghindarkan 

perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika 

penghentian syirkah, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara 

propesional atas dasarseluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang 

ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. 

 

d. Biaya operasional dan persengketaan 

Biaya operasional dibebankan pada modal bersama, jika salah satu 

pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara 

para pihak, maka penyelesainnya dilakukan melalui Badan Arbitrase 

Syariah setelah tidak terjadi kesepakatan  melalui musyawarah.
42

 

Tinjauan KHES 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur secara jelas akad keja 

sama Pasal 148 syirkah Abdan merupakan suatu pekerjaan yang mempunyai 
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nilai apabila dapat dihitung dan diukur berdasarkan jasa dan atau hasil. Dalam 

suatu akad kerjasama, pekerjaan dilakukan dngan syarat masing-masing pihak 

mempunyai keterampilan untuk bekerja sama dan pembagian tugas dalam akad 

kerjasama pekerjaan dilakukan berdasarkan kesepakatan.  

Pasal 165 kerja sama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan 

jumlah modal yang sama dan keuntungan dan atau kerugian dibagi sama. 

Pasal 166 pihak dan atau para pihak yang melakukan akad kerja sama 

mufawwadhah terikat dengan perbuatan hukum anggota syirkah lainnya. 

Pasal 153 ayat 1 para pihak dalam syirkah abdan dapat bersepakat 

untuk mengerjakan pesanan bersama-sama, ayat 2 para pihak dalam syirkah 

abdan dapat bersepakat untuk menentukan satu pihak untuk mencari dan 

menerima pekerjaan serta pihak lain yang melaksanakan. 

Pasal 154 ayat 1 semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan wajib 

melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota syirkah lainnya, ayat 

2 semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan dianggap telah menerima 

imbalan jika imbalan tersebut telah diterima oleh anggota syirkah lain. 

Pasal 152 para pihak dalam syirkah abdan dapat menerima dan 

melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan. 

Pasal 151 ayat 1 para pihak yang melakukan akad kerja smaa 

pekerjaan dapat menyetrakan  akad ijarah tempat dan atau upah karyawan 

berdasarkan kesepakatan, ayat 2 dalam akad kerja sama pekerjaan dapat 

berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan. 



Pasal 150 ayat 1 suatu akad kerja sama pekerjaan dapat dilakukan 

dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja, 

ayat 2 pembagian tugas dalam akad kerja sama pekerjaan dilakukan 

berdasarkan kesepakatan. 

Pasal 149 ayat 1 jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerja sama 

pekerjaan, ayat 2 penjaminan akad kerja sama pekerjaan berhak mendapatkan 

imbalan sesuai kesepakatan. 

pasal 164 ayat 1 bahwa akad syirkah pekerjaan berakhir sesuai dengan 

kesepakatan, ayat ayat 2 akad kerja sama pekerjaan batal jika terdapat pihak 

yang melanggar kesepakatan.
 43

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2018 sampai dengan bulan 

Juni 2019. Di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten 

Mandailing Natal.
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B. Jenis Penelitian 
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Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam 

waktu relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan yang berlaku. 

Ditinjau dari jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif denga bentuk studi 

lapangan (Field Research) yang bersifat deskriftip yaitu penelitian yang 

bermaksud untuk menggambarkan fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek informasi penelitian, berbentuk penjelasan dan memahami fenomena. 

Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang 

menghasilkan data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati.
45

 

C. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

sosiologis. Yuridis sosiologis adalah mengidentifikasikan dan menkonsepsikan 

hukum sebagai intuisi sosial yang rill dan fungsional dalam sistem kegiatan yang 

nyata.
46

 

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang 

bertujuan memperoleh pengetahuan hukum yang secara empiris dengan langsung 

objeknya yaitu mengetahui tentang pelaksanaan praktek akad syirkah di Desa 

Jambur Kecamatan Panyanbungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. 

D. Subjek Penelitian 
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Subjek dalam penelitian ini, yaitu para pekerja pembuatan batu bata 

merah di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing 

Natal. 

E. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.
47

 Penelitian 

menggunakan sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud data 

primer dan sekunder sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah pelaku dan pihak-pihak yang terlibat 

langsung dengan objek penelitian. Data primer diperoleh dengan survei 

lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. 

Data primer disini merupakan data pokok penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari masyarakat di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara 

Kabupaten Mandailing Natal. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari 

hasil penelaahan dari kepustaka atau penelaahan terhadap berbagai literaratur 

atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.
48

 

3. Sumber Data Tersier 

Data tersier adalah hukum yang mengandung bhan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas 
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bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah 

menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan 

permasalahan yang dikaji misalnya: 

- H. Hendi Suhendi M.Si, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT. Grapindo, 2002. 

- Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah, Jalarta: Kencana, 

2012. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah pendapatan data. Teknik 

pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dalam dan digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatannya mengumpul data, agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis, Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. 

Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang 

diwawancarai, tetapi dapat juga secara langsung sepeti memberikan daftar 

pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa 

pedoman wawancara dengan masyarakat Jambur mengenai akad ijarah 

lahan pembuatan batu bata merah. Wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara tidak terstuktur yaitu, berfokus dimulai dari 

pertanyaan umum dalam area yang luas pada penelitian. Wawancara ini 

biasanya diikuti oleh kata kunci, agenda atau daftar topik yang akan dicakap 

dalam wawancara. Namun tidak ada pertanyaan yang ditetapkan 

sebelumnya kecuali dalam wawancara awal sekali. Pewawancara dengan 



bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada partisipasi dalam urutan 

manapun bergantung pada jawaban. 

2. Observasi adalah teknik menuntut adanya mengamatan dari si peneliti baik 

secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitian. 

3. Studi kepustakaan yaitu peneliti mengumpulkan data berdasarkan buku-

buku, referensi, dan artikel.
49

 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara 

sistematis data yang diperoleh wawancara, catatan lapangan, dan studi 

kepustakaan, dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriftip, yaitu dengan menjelaskan dan 

menggambarkan secara deskriptif data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi dan studi kepustakaan. 

1. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak 

perlu. Dengan demikian data yang telah direduksikan akan memiliki gambaran 

yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan 

dan selanjutnya. 
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2. Penyajian data adalah cara pengkompresan informasi yang memungkinkan 

suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Penyajian 

data busa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara 

kategori, dan sejenisnya. 

3. Kesimpulan dan Vertifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam 

menginterprestasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.
50
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

Uraian berikut merupakan Gambaran Umum tentang Desa Jambur 

Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Desa Jambur 

sebagai penjelasan tentang Lokasi penelitian terkait dengan akad syirkah ditinjau 

dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Jambur. Temuan umum di Desa 

dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut: 

1. Sejarah Desa Jambur 

Desa jambur pada dasarnya hanya merupakan penggabungan dua Desa 

Jambur manunggal dengan desa Jambur. Jumlah penduduk Jambur Manunggal 

yang datang dari berbagai daerah seperti Sipirok, Padang Bolak, dan Sulangaling. 

Sementara Desa Jambur merupakan masyarakat asli Mandailing Natal yang 

pindah dari Simanondong, pada awal Tahun 1938 masyarakat Simanondong 

meninggalkan daerahnya mencari tempat yang lebih tinggi akibat terjadi banjir 

bandang di Mompang Jlulu pada Tahun 1937. Mereka beranggapan Desa 

Mompang Julu yang begitu tinggi masih terjadi banjir, apalagi Simanondong yang 

letaknya dipinggirsungai Batang Gadis sejak Tahun 1938 masyrakat 

Simanondong bertempat tinggal di Jambur yang dipimpin oleh Raja Mangaraja 

Bintang, karena jumlah penduduk pada masa saai itu masih sedikit, diadakannya 

musyawarah antara masyarakat Jambur Manunggal dengan masyarakat Jambur 

untuk menggabungkan Desa tersebut  secara kekeluargaan.
51
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Dan sebagai Raja yang pertama di Desa Jambur adalah Mangaraja Bintang 

Nasution pada tahun 1956, dan pada tahun 1964 datanglah peraturan pemerintah 

untuk mengadakan pemilihan kepala kampung pada pemilihan tersebut ada 3 

calon yaitu, Arsyad, Jadunia, Malim Hakim. Dengan kemenangan Arsyad 225 

suara, Jadunia 99 suara, Malim Hakim 15 suara. Sejak tahun 1965 Arsyad lah 

sebagai kepala kampung di Jambur s/d tahun 2984, Arsyad diganti karena yang 

bersangkutan pindah keluar daerah dan sebgai ganti adalah Samsudin Nasution 

sebagai karteker hingga 1984, diadakan kembali pemilihan kepala Desa dengan 

selisih 33 suara dari calon lain yaitu Parhimpunan Nasution, maka sejak itulah 

secara resmi kepala Desa Jambur dijabat oleh Samsudin Nasution. 

Pada tahun 1994 diadakan lagi pemilihan Kepala Desa dengan calon, 

Pardamean Nasution, Alim Nasution, dengan hasil 750 suara Pardamean Nasution 

sedangkan Alim Nasution 375 suara. Masa jabatan kepala Desa Pardamean 

Nasution berakhir sampai 31 Januari 2011, sampai rpjmdes ini disussun belum 

ada lagi pemilihan kepala Desa untuk menjalankan roda pemerintahan sementara 

dipangku oleh sekretaris Desa Ali Zona Siregar. 

2. Geografi Desa jambur 

Desa Jambur tersiri dari 1 wilayah Desa dengan permukimanmayoritas 

berorientasi dekat sisi jalan besar. Desa ini memiliki wilayah luas 1.400 ha. 

Sebagaian besar wilayahnya diliputi   sebelah Utara Kecamatan Bukit malintang, 

sebelah Selatan Desa Aek Bingke, Sebelah Barat Desa Simanondong/kec Naga 

Juang, sebelah Timur Dolok Tonga Laut. Desa Jambur terletak pada ketinggian 

15-85 meter di atas permukiman air laut. Topografi tanah datar dan berbukit, suhu 



udara rata-rata 
0
c, orbitan jarak dari pusat pemerintahan Desa 2 km, jarak dari ibu 

Kota Kabupaten 10 km. 
52

 

3. Monografi Penduduk 

a. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk berjumlah 3.980 jiwa dengan kepala keluarga 

dari 796 KK, Sedangkan laki-laki berjumlah 1.871 orang sedangkan 

perempuan 2.109 orang. 

b. Kepadatan Penduduk 

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk 

terhadap luas lahan dan luas daerah. Kepadatan penduduk dinyatakan 

dengan satuan jiwa/km2 sebagai catatan, 1km
2
 = 100 Ha atau 1 Ha = 1/100 

km
2
. 

Luas Desa Jambur adalah 1.400 ha. Jika jumlah penduduk tahun 

2014 angka menggambarkan bahwa setiap 1 km
2
 lahan Desa Jambur 

memiliki 47 Jiwa. Dengan demikian ini tergolong berpenduduk jarang.
53

 

c. Tabel 1. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 

No 

Gol.Umur 

(Tahun) 
Jumlah Penduduk Jiwa 

Jumlah 

 

Laki-laki Perempuan 

1 0-15 622 933 1555 

2 16-55 890 1128 2018 

3 >55 120 287 407 

                                                           
52

Ibid  
53

Ibid 



Jumlah       3980 

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, ternyata 

penduduk golongan 16-55 adalah paling banyak yakni 2018 jiwa, 

sedangkan paling sedikit adalah penduduk golongan umur>55 yakni 407 

jiwa. 

d. Tabel 2. Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

No Lulusan Pendidikan Jumlah 

1 Akademik/D1, D2, SI 258 

2 SMA/SLTA 470 

3 SMP/SLTP 414 

4 Sekolah Dasar 709 

5 Taman Kanak-kanak 0 

6 Paud 0 

7 Tidak Tamat SD 0 

Jumlah   1851 

Berdasarkan data lulusan pendidikan, jumlah lulusan paling banyak 

adalah Sekolah Dasar/SD 709 jiwa, sedangkan paling sedikit lullusan 

Akademik/D1, D2, S1, 258 jiwa. 

 

 

 

 

 

 



 

e.   Tabel 3. Data Penduduk Menurut Mata pencaharian 

 

 

 

Berdasarkan data lulusan jumlah mata pencaharian paling banyak 

adalah petani dan buruh tani 1475 jiwa, sedangkan paling sedikit 

adalah TNI/Polri 0 Jiwa. 

Untuk kondisi perumahan penduduk sekitar sebahagian 

jumlah bangunan rumah penduduk masih berupa non permanen dan 

sebahagian lainnya sudah permanen. Keadaan ini menunjukkan 

kesejahteraan ekonomi penduduk Desa yang belum merata. 

 

No Pekerjaan/Profesi Jumlah 

1 PNS 24 

2 TNI/Polri 0 

3 Karyawan 91 

4 Wiraswasta/Pedagang 134 

5 Tani 792 

6 Pertukang 3 

7 Karyawan/BUMN 0 

8 Pensiun 9 

9 Buruh Tani 683 

10 Tukang Batu bata 307 

11 Jasa 0 

  Jumlah 1943 



f. Sarana dan Prasarana 

1) Sarana Perhubungan 

Di Desa ini telah terhubung dengan daerah lain melalui jalan 

Desa dan perkebunan. Keadaan jalan Desa umum cukup baik begitu jiga 

jalan menuju perkebunan, apabila musim hujan tiba dibeberapa tempat 

mengalami kerusakan jalan karena sebahagian jalan belum beraspal. 

Jalan Desa suda beraspal sebahagian sudah mulai rusak karena tidak ada 

tempat pembuangan airnya (lening parit). 

Tabel 1. Prasarana Perhubungan 

Sarana transportasi yang paling banyak digunakan warga 

masyarakat adalah sepeda motor. Di Desa ini belum ada sarana 

transportasi umum, seperti Bus, Mikrolet, atau sejenisnya. Jaringan listrik 

dari PLN sudah tersedia di Desa ini, sehingga hampir semua rumah 

tangga menggunakan tenaga listrik untuk memenuhi keperluan 

penerangan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Beberapa rumah 

tangga menggunakan pompa air/air untuk mengambil air sumur. 

2) Sarana Ibadah 

Dalam rangka melaksanakan ajaran Agama, sarana ibadah 

adalah hal yang terpenting. Dengan adanya rumah ibadah di Desa  

tersebut menunjukkan kepedulian terhadap Agama. Dilihat dari segi 

NO Jenis Prasarana Kuantita/Panjang Keadaan Keterangan 

1 

Jalan Desa 

Jambur 1 Km Baik  

Jalan 

Kabupaten 

2 Jalan desa  3 Km 

Kurang 

Baik Jalan Desa  



jumlah penduduk dan kondisi wilayahnya, untuk sarana ibadah terdapat 2 

unit Mesjid, karena penduduk Desa Jambur 100% muslim. 

3) Sarana Pendidikan 

Sarana pendidikan yang terdapat di Desa Jambur dapat dilihat 

sebagaimana berikut. 

Tabel 2. Sarana Pendidiksn 

 

 

 

 

Tabel 3. Data pendudukYang Memiliki Lahan dan Yang 

Melakukan Akad Kerja Sama Pembuatan Batu Bata 

Merah 

 

 

 

 

g. Pembagian Wilayah desa 

1) Peruntukan Lahan 

Seluruh lahan di Desa Jambur adalah milik masyarakat yaitu 

untuk perkebunan, petanian. 

No Jenis Sarana Lokasi Keadaan Keterangan 

1 PAUD Desa Darurat 

Menumpang Di 

Kantor Desa 

2 MDA/TPI Desa 

Kurang 

lokal Perlu di bangun lokal 

No 

Pemilik 

Lahan Pengelola 

1 Bapak Toha 34 orang 

2 Bapak Zoni 16 orang 

3 Bapak Abdul 15 orang 

Jumlah   65 rang  



2) Status Kepemilikan Lahan 

Status kepemilikan lahan Desa Jambur yaitu milik rakyat, dan 

milik negara. 

3) Keadaan Lahan 

Sebahagian besar lahan masyarakat adalah pertanian, 

perkebunan, persawahan.
54

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana praktek akad syirkah pembuatan batu bata merah yang 

dilakukan masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Jambur Kecamatan 

Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Hasil penelitian ini diperoleh 

berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada pelaku usaha tersebut dan pada 

pengelola batu bata merah tersebut ataupun pihak yang melakukan akad kerja 

sama itu. Serta pihak-pihak yang terkait seperti kepala Desa, Alim Ulama, di Desa 

jambur dan masyarakat di Desa Jambur tersebut. 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka untuk mempermudah dan 

memperjelas penjabarannya, dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian 

yang meliputi praktek akad kerja sama yang dilakukan masyarakat terhadap objek 

pembuatan batu bata merah serta tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomo Syariah 

erhadap akad kerja sama tersebut yang bertempat tinggal di Desa Jambur 

Kecamatan Panyabungan utara Kabupaten Mandailing Natal. 
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1. Implementasi Akad Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah Di Desa 

Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing natal. 

a. Jangka Waktu Aqad 

Akad syirkah pembuatan batu bata merah Di Desa Jambur 

Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal pada 

umumnya berlaku untuk jangka waktu satu tahun, namun ada juga 

masyarakat jangka waktunya satu tahun setengah, berdasarkan wawancara 

dengan Bapak Toha, tentang akad syirkah Abdan yang beliau lakukan 

kepada pihak pengolah salah satunya bapak Toni beliau melakukan akad 

syirkah (kerja sama) dengan jangka waktu selama satu tahun dalam dua 

rante atau 40mx40m untuk pembuatan batu bata merah dan didirikan 

tobong batu bata merah, tempat pembakaran setelah dibentuk dengan 

ukuran persegi empat.
55

 

 Kemudian Bapak Fadli mengatakan, Akad kerja sama di sini sudah 

lama dilaksanakan, bentuk akad kerja sama saya lakukan dengan pemilik 

lahan tanah kosong pembuatan batu bata merah selama satu tahun dengan 

mengeruk tanahnya untuk pembuatan batu bata merah dan didirikan 

tobong batu bata saya mengelola tanah tersebut.
56

 

Ibu Nur Baiti mengatakan pelaksanaan akad kerja sama di Desa 

Jambur ini menggunakan uang jaminan selama satu tahun setengah dengan 

perjanjian secara lisan untuk pembuatan batu bata merah.
57
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Ibu Salamah, mengatakan, pelaksanaan akad kerja sama disini 

dilakukan sudah dari dulu bentuk akad kerja sama dlakukan dengan 

pemilik lahan tanah kosong hanya secara lisan saja dengan jangka waktu 

yang ditentukan misalnya satu Tahun. 
58

  

Ibu Adawiyah mengatakan, bahwa ia melakukan akad kerja sama 

lahan tanah kosong untuk pembuatan batu bata merah dengan luas 

20mx20m atau satu rante dalam jangka waktu satu tahun.
59

 

Ibu Nur Aida mengatakan, pelaksanaan akad kerja sama yang Saya 

lakukan dalam pembuatan batu bata merah  dengan luas 1 rante (1  

lunggung) selama satu Tahun dengan perjanjian secara lisan, saya 

mendirikan tobong batu bata, mengelola, membentuk dengan persegi 

empat.
60

 

Untuk menguatkan hasil wawancara peneliti, bahwa peneliti 

mewawancara Kepala Desa Jambur Bahwa ia tidak mengetahui akad 

syirkah berdasarkan syariat Islam. Benar kebanyakan masyarakat disini 

mayoritas petani. Akad syirkah lahan batu bata merah ini sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat Jambur, pelaksanaan kerja sama  disini untuk 

mengelola batu bata merah menjadi tanggung jawab si pengelola 

sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan tanah kosong untuk 

pembuatan batu bata merah. Masyarakat disini menggunakan akad secara 

lisan saja, tidak perlu dituliskan dalam kertas, karena sudah saling percaya  

dengan disertaiuang jaminan diawal sebelum tanah dikelolah menjadi batu 
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bata merah. Masyarakat Jambur banyak melakukan akad kerja sama 

karena faktor ekonomi yang kurang memadai, tetapi kerja sama yang 

dilakukan bapak Toha merupakan hal yang hanya menguntungkan dirinya 

saja.
61

 

b. Biaya Aqad  

Biaya syirkah pembuatan batu bata merah Di Desa Jambur 

Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, pada 

umumnya menggunakan uang muka atau jaminan sebesar RP 

3.600.000,00  pada saat akad terjadi antara kedua belah pihak, 

berdasarkan wawancara dengan Bapak Unan Nasution mengatakan, benar 

kebanyakan masyarakat di sini mata pencahariannya bertani. Pelaksanaan 

akad kerja sama di Desa Jambur pembuatan batu bata merah tersebut, 

bahwa ia sebagai pemillik lahan tanah kosong barang akad yang biasa 

masyarakat lakukan disini dengan menggunakan uang jaminan sebesar RP 

3.600.000,00, tetapi kebiasaan masyarakat disini  menggunakan uang 

dalam pelaksanaan akad.
62

 

Kemudian Bapak Syadat mengatakan, akad kerja sama di sini 

sudah lama dilaksanakan, bentuk akad kerja sama yang beliau  lakukan 

dengan pemilik lahan tanah kosong pembuatan batu batu merah hanya 

secara lisan, tidak perlu dituliskan dalam kertas, karena sudah saling 

percaya, dan sudah berjalan dari dulu dan pada saat akad terjadi saya harus 
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memberikan uang jaminan sebanyak RP.3.600.000,00 agar lahan tersebut 

dapat saya kerjakan.
63

 

Bapak Toha mengatakan bahwa ia sebagai pemilik lahan tanah 

kosong pembuatan batu bata merah Di Desa Jambur Kecamatan 

Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, sudah lama melakukan 

akad kerja sama dengan pengelola pembuatan batu bata merah, biasa biaya 

akad yang dilakukan Bapak Toha berupa uang senilai RP 3.600.000,00.  

Untuk menguatkan hasil wawancara peneliti, bahwa peneliti 

mewawancarai Alim Ulama atau Tokoh Agama Desa Jambur kecamatan 

Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal yaitu dengan Bapak 

Munif, beliau mengakui sudah lumayan lama menjadi Alim Ulama atau 

Toko Agama di Desa Jambur kurang lebih 6 tahun. Pendapat beliau 

terhadap akad kerja sama yang dilakukan masyarakat Jambur sah menurut 

Hukum Islam, tetapi masyarakat Desa Jambur menggunakan uang jaminan 

pada saat awal akad tidak sah menrut hukum Islam ini terjadi pada. 

Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan bapak Toha beliau hanya 

menyediakan lahan tanah kosong sedangkan pihak pengelola menanggung 

semua biaya mulai dari pembentukannya, pembakran, mendirikan tobong 

batu bata merah dan lain-lain ditanggung oleh pengelola, bentuk akad yang 

dilakukan si pemilik lahan sengan si pengelola hanya secara lisan saja 

tidak dituliskan dalam kertas, karena sudah saling percaya pelaksanaan 
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kerja sama dengan pemilik lahan dengan si pengelola membayar uang 

jaminan diawal sebelum tanah dibentuk menjadi batu bata merah.
64

 

c. Pembagian Keuntungan 

Cara pembagian keuntungan akad kerja sama pembuatan batu bata 

merah Di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten 

Mandailing Natal, pada umumnya masyarakat Jambur dalam 

pembagiannya berdasarkan hasil dari pembuatan batu bata merah yang 

sudah selesai dan siap  untuk dijualkan, berdasarkan wawancara dengan, 

Ibu Anni Megawati mengatakan, pembagian keuntungan dari hasil 

pengelolan batu bata merah sudah selesai dan siap untuk dijualkan  

sebanyak 10.000 biji,maka penyewa harus memberikan 1000 biji kepada 

pemilik lahan (10%).
65

 

Ibu Mariati mengatakan, pembagian keuntungan di Desa Jambur 

ini apabila hasil pengelolaan yang saya lakukan berhasil maka saya harus 

memberikan 1000 biji batu bata merah kepada milik lahan, dan apabila 

hasil pengelolaan saya itu gagal maka saya tetap harus memberikan hasil 

pengelolaan batu bata merah tersebut sesuai yang ditentukan pada saat 

akad dilakukan, baik untung atau pun rugi saya tetap harus 

memberikannya kepada pemilik lahan.
66

 

Kemudian Bapak Abdul Rohman mengatakan, akad kerja sama  di 

Desa Jambur ini apabila saya menghasilkan batu bata merah sebanyak 
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10.000 biji , maka saya harus memberikannya kepada pemilik lahan 

sebanyak 1000 biji batau bata merah. 

Ibu Juriah mengatakan, akad kerja sama disini sudah lama 

masyarakat lakukan apabila saya menghasilkan batu bata merah 10.000 

biji, maka saya akan memberikan 1000 biji kepada pemilik lahan sebgai 

bayarannya, dan apabila saya mengalami kerugian atau gagal saya tetap 

memberikan bagian sesuai dengan yang disepakati kepada pemilik lahan 

untung atau rugi itu sudah menjadi tanggung jawab saya, dan yang harus 

menanggung biaya dari pembakaran, pembentukan, pendirian tempat 

pembakarannya semua saya yang menanggungnya, pemilik lahan hanya 

menyediakan tanah kosong untuk dikelola batu bata merah, dan pada saat 

batu bata merah siap dijual saya tetap memberikan hasil sesuai yang telah 

kami sepakati pada saat akad kami laksanakan.
67

 

Untuk menguatkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa 

peneliti mewawancara salah seorang yang disegani di Desa Jambur yaitu 

Hatobangon (Alim Ulama). Wawancara dengan Bapak Paki (Tokoh 

Agama) Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten 

Mandailing natal. Pak Paki mengaku sudah  menjadi Toko Agama 

kurang lebih 10 tahun. Alim Ulama atau Toko Agama ini membenarkan 

praktek akad kerja sama yang dilakukan masyarakat Jambur. Karena 

tidak ada unsur paksaan diantara kedua belah pihak, malah menurut Pak 

Paki praktek akad kerja sama yang dilakukan sah, tapi dalam Hukum 
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Islam akad kerja sama yang dilakukan dengan menggunakan uang 

jaminan dalam Islam tidak sah, akan tetapi para pihak yang berakad tidak 

mempermasalahkan uang jaminan tersebut karna denga adanya uang 

jaminan mempermudah sipengelolah untuk mendapat lahan tanah untuk 

pembuatan batu bata merah. Masyarakat disini menggunakan akad secara 

lisan saja, tidak perlu dituliskan dalam kertas , karena sudah saling 

percaya.
68

 

Dari hasil wawancara yang dikemukakan di atas peneliti melihat 

bahwa pelaksanaan akad kerja sama yang di lakukan di Desa Jambur 

Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dapat 

disimpulkan bahwa tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah tentang ketentuan syirkah yaitu pada pasal 140 Ayat 1 Kerja 

sama dapat dilakukan antara pihak pedagang dengan pihak pedagang 

karena saling percaya dan ayat 2 dalam kerja sama sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 di atas, pihak pedagang boleh menjual benda milik 

pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda 

atau surat berharga 
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2.  Tinjauan KHES Terhadap Syirkah Abdan Pembuatan Batu Bata 

Merah Di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten 

Mandailing Natal. 

 

Dalam hukum Islam keja sama atau  persekutuan disebut dengan 

Syirkah secara bahasa berarti al-ikhtilat (percampuran) dan persekutuan, 

sedangkan menurut istilah, suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau 

lebih yang telah bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan 

memperoleh keuntungan. 

Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa kerja sama diperbolehkan asalkan 

tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak pemilik lahan dan pihak 

pengelola. Di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten 

Mandailing Natal ini kerja sama disana pada saat akad dilakukan menggunakan 

uang jaminan sebesar Rp 3600.000,00. Dan pada saat batu bata sudah dapat 

dihasilkan maka si pengelola harus memberikan bagian kepada pemilik 

lahan.Pemilik lahan sudah mendapatkan keuntungan berlipat karena pada saat 

akad dilakukan pemilik lahan sudah mendapatkan pemasukan padahal lahan 

tersebut belum dikelola batu bata merah. Apabila pemilik lahan ingin menarik 

lahan tersebut uang yang menjadi jaminan itu harus dikembalikan kepada 

pengelola batu bata merah, dan apabila pengelola lahan sudah tidak sanggup 

lagi mengurus lahan tersebut pemilik lahan tetap harus mengembalikan uang 

jaminantersebut. 

 

 



Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah syirkah yang terdapat pada   

pasal 140 Ayat 1 Kerja sama dapat dilakukan antara pihak pedagang dengan pihak 

pedagang karena saling percaya dan ayat 2 dalam kerja sama sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 di atas, pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak 

lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat 

berharga.
69

 

Dari penjabaran di atas  salah satu pihak sangat dirugikan dimana si 

pengelola lebih dirugikan, karna di awal akad telah memberikan uang jaminan 

kepada pemilik lahan sebelum akad dilakukan. 

Akad syirkah Abdan merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih 

dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu 

dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-

pihak yang berserikat. Syirkah menurut pasal 140 Ayat 1 Kerja sama dapat 

dilakukan antara pihak pedagang dengan pihak pedagang karena saling percaya 

dan ayat 2 dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, pihak 

pedagang boleh menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka 

atau jaminan berupa benda atau surat berharga  

Dari pasal diatas telah menjelaskan bahwa akad syirkah abdan tidak 

menggunakan uang jaminan pada saat akad terjadi. Dalam hal ini akad kerja 

sama lahan untuk pembuatan batu bata merah di Desa Jambur Kecamatan 

Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal diperoleh akad syirkah yang 

tidak semestinya karena rukun dan syarat syirkah salah satunya  sighat (ijab-
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kabul) pada akad merupakan suatu hal yang paling penting karna sighatlah 

terjadinya syirkah, sighat merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah 

pihak untuk melakukan syirkah. Dalam ijab ada ijab dan kabul. Ijab merupakan 

pernyataan dari pihak pertama untuk melakukan kerja sama barang atau jasa 

sedangkan kabul merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk 

melakukan kerja sama barang atau jasa yang diberikan oleh pihak pemilik 

lahan. 

Menurut Ulama Fiqih, Ulama Hanafiah, Syirkah adalah Akad antara 

dua orang yang berserikat pada poko harta (modal) dan keuntungan. 

Menurut Ulama Malikiyah, Syirkah adalah izin untuk bertindak secara 

hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. 

Menurut Hasby as-Shiddiqie, syirkah adalah Akad yang berlaku 

antara dua orang atau lebih untuk salimg tolong menolong dalam suatu usaha 

dan membagi keuntungannya. 

Jika diperhatikan dari tiga definisi di atas sesungguhnya perbedaan 

hanya bersifat redaksional, namun secara esensial prinsipnya sama yaitu bentuk 

kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi 

keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama. 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi akad sewa dalam pembuatan batu bata merah di Desa 

Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal 

yang terjadi yaitu pelaksanaan akad sewa tanah untuk pembuatan batu 

bata merah yang telah disepakati antara penyewa dan yang 

menyewakan untuk pendirian tobong batu bata, pembuatan batu bata, 

dan sebagai tempat untuk proses pembakaran batu bata dibatal kan 

oleh pihak yang menyewakan, karena ada pihak ketiga yang mampu 

menyewa lahan tanah kosong dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini 

tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 

299 Akad ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena 

ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga. 

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad ijarah 

dalam pembuatan batu bata merah di Desa Jambur Kecamatan 

Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Pelaksanaan ijarah 

terhadap tanah untuk pembuatan batu bata merah di Desa Jambur tidak 

sah menurut KHES karena adanya penawaran yang lebih tinggi dari 

pihak ketiga. 

B. Saran 

1. Kepada pemilik lahan tanah kosong 

Penulis menyarankan kepada pemilik lahan agar selalu menjaga 

hubungan baik dengan penyewa lahan tanah kosong, saling 

menghargai dan saling menjaga silaturahmi dan melaksanakan akad 

ijarah dengan berdasarkan Hukum Islam agar tidak terjadi 

permasalahan yang dapat merugikan salah satu pihak. 

2. Kepada penyewa lahan tanah kosong 

Penulis menyarankan agar penyewa juga harus mengurus lahan tanah 

kosong dengan baik, seperti memperhatikan bagaimana cara 

menghasilkan batu bata yang banyak  agar pemilik lahan senang 

karena tanahnya dirawat dengan baik. 
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DAFTAR WAWANCARA 

  

Wawancara dengan pengelola 

1. Apakah bapak mengetahui akad kerja sama  lahan menurut Islam? 

2. Bagaimana sistem akad kerja sama lahan di Desa Jambur? 

3. Bagaimana cara pembayarannya? 

4. Berapa uang yang diberikan sebelum akad kerja sama dilakukan di Desa 

Jambur? 

5. Berapa lama akad kerja sama dilakukan di Desa Jambur? 

6. Bagaimana sistem akad kerja sama di Desa Jambur? 

7. Berpa hasil panen yang harus Ibu berikan kepada pemilik lahan? 

8. Apakah pemilik lahan tetap mendapatkan hasil apabila mengalami 

kegalalan panen? 

9. Berapa luas lahan yang dipersekutukan? 

10. Berapa uang yang diberikan kepada pemilik lahan di Desa Jambur? 

  

 Wawancara dengan pemilik Lahan 

 

1. Apakah bapak mengetahu akad kerja sama menurut Islam? 

2. Bagaimana sistem akad syirkah di Desa Jambur? 

3. Bagaimana cara pembayarannya? 

4. Berapa uang yang diberikan pada saat sebelum akad syirkah dilakukan? 

5. Bagaimana sistem kerja sama di Desa Jambur? 

6. Berapa hasil panen yang diterima setiap panennya? 

7. Berapa luas lahan yang bapak persekutukan di Desa Jambur ini? 

8. Apakah alasan bapak melakukan kerja sama dengan menggunakan uang 

diberikan dimuka? 

9. Apakah uang tersebut bermanfaat? 

 



Wawancara Dengan Tokoh Agama 

 

1. Apakah bapak mengetahui akad syirkah menurut Islam? 

2. Berapa lama masa akad syirkah tersebut dilakukan? 

3. Apakah bapak mengetahui berapa hasil panen yang diterima setiap panen? 

4. Bagaimana cara pembayarannya? 

5. Apakah bapak mengetahui alasan masyarakat melakukan kad kerja sama 

dengan mengunakan uang muka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 



 



 


